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NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)
KABUPATEN TAMBRAUW

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
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Alamat : Jalan Warfaknik No.1 Sausapor




Menimbang a. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tambrauw maka Penetapan Organisasi Perangkat Daerah di tetapkan

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)
KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAMBRAUW,

dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penataan organisasi perangkat
daerah senantiasa diarahkan pada efisiensi, efeklifitas, dan produktifitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan dimaksud dalam huruf a
huruf b dan huruf ¢, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Tambrauw tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis

Daerah (LTD) Kabupaten Tambrauw;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Iian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-l'~Gang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);




5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangai Aeuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438),

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang - Undang (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4884);

8. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Tambrauw di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262 );

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tambrauw.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAMBRAUW
dan
BUPATI TAMBRAUW

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD) KABUPATEN
TAMBRAUW

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;



3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang terdiri darl sekretariat daerah , sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis

daerah;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw,

Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;

Bupati adalah Bupati Tambrauw;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tambrauw ;

Unit Pelakasana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada

badan;

10. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

©oEND G

BAB Il
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw;
b. Inspektorat Kabupaten Tambrauw dan;
c. Lembaga Teknis Daerah (LTD);
(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari :
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Tambrauw
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tambrauw;
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tambrauw;
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tambrauw;
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrauw;
Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrauw;dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw.

FQR Mo AL T

Pasal 3

(1) Pada LTD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
peggk?anaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman
modal.




(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

b.
C.

d.
e.

a.

perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah dan penanaman
modal;

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
penanaman modal; dan

penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari
Kepala;
Sekretariat terdiri dari;

b.

h.
(2) Bag

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Baglan Umum dan Kepegawalan;

3. Sub Bagian Keuangan;

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

1. Sub Bidang Agama,Pendidikan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

2. Sub Bidang Pemerintahan,Kesehatan, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan.
Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;

2. Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;

Bidang Ekonomi dan Usaha Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pertanian,Kelautan,Kehutanan dan Pertambangan;

2. Sub Bidang Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik;

2. Sub Bidang Dokumentasi, Statistik dan Pelaporan

Bidang Penanaman Modal Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Promosi;

2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional.

an Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kedua
Inspektorat

Pasal 6

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh
seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan
pelaksanaan urusan pemerintahan kampung.

(3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat
menyelenggarakan fungsi :

o0 oo

perencanaan program pengawasan;

perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

pemeriksaan, penyusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan;dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.




Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
a. Inspektur;
b. Sekretariat terdiri dari;
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
¢c. Inspektur Pembantu Wilayah | terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pembangunan Wilayah I;
2. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pemerintahan Wilayah I;
3. Seksl Pengawas Pemerintah dibldang Kemasyarakatan Wilayah I.
d. Inspektur Pembantu Wilayah Il terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pembangunan Wilayah If;
2. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pemerintahan Wilayah II;
3. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Kemasyarakatan Wilayah Il.
e. Inspektur Pembantu Wilayah Il terdiri dari :
1. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pembangunan Wilayah Iil;
2. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Pemerintahan Wilayah III;
3. Seksi Pengawas Pemerintah dibidang Kemasyarakatan Wilayah Il1.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |l yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Pasal 8

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung merupakan unsur
penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kampung.

(3) Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
kampung;

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kampung;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
kampung; dan

d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan;dan

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1). Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung terdiri dari :
a. Kepala,;
b. Sekretariat terdiri dari;
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.




c. Bidang Ketahanan Masyarakat terdiri dari :
1. Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat,
2. SubBidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Bidang Usaha Ekonomi Rakyat terdiri dari :
1. SubBidang Bina Perkreditan, Produksi dan Pemasaran;
2. SubBidang Bina Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dani :
1. Sub Bidang Bina Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. SubBidang Pengkajian dan Kerjasama Teknolegi Tepat Guna
f. Bidang Pemerintahan Kampung terdiri dari :
1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
2. Sub Bidang Kekayaan dan Kelembagaan Kampung/Kelurahan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Bagian Keempat
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 10

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah
daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengelola keuangan dan aset daerah;

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang pengelola keuangan dan aset daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;

d. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan;dan

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1). Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari;
1. Sub Bagian Umum;
2, Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Anggaran terdiri dari :
1. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;
2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
d. Bidang Perbendaharan terdiri dari :
1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
2. Sub Bidang Belanja Langsung;
e. Bidang Verifikasi dan Akuntansi Pelaporan terdiri dari :
1. Sub Bidang Verifikasl
2. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan
f. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengadaan dan Perawatan
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian
g. Kelompok Jabatan Fungsional.




(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 12

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah,
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang secara ex-
office dijabat oleh Sekretaris Daerah;

(3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah didalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

(4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membuat pedoman dan pengarahan
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

(5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi

dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh;

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
b. Kepala;
¢. Unsur Pengarah; dan
d. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

Kepala;

Sekretariat;

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Seksi Kedaruratan dan Logistik;

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
f. Jabatan fungsional.

(3) Unsur Pelaksana dapat membentuk satuan tugas.

(4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tambrauw
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

o a0 op

Bagian Keenam
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 14

(1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas
kepala daerah dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan
keluarga dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah

(2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga
berencana dan kesejahteraan keluarga.




(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan
kesejahteraan keluarga; 5 _

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;

¢. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana
dan kesejahteraan keluarga;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemberdayaan Perempuan
d. Seksi Keluarga Berencana
e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tambrauw sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 16

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daeran dibidang
kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik menyelenggarakan fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa
dan politik;

¢) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;dan

d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kesatuan Bangsa
d. Seksi Bina Ekonomi , Sosial dan Budaya
e. Seksl Bina Politik
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Poliik Kabupaten Tambrauw
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.




Bagian Kedelapan
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 18

(1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah_ dibidang lingkungan
hidup, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah _ :
(2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah

Daerah di bidang fingkungan hidup. . Faa
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi: N : :
a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup;dan .
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
Kepala;
Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pengawasan Amdal dan Konservasi Sumber Daya Aam;

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Inventarisasi Pemetaan Sumber Daya Alam;

Seksi Pengendalian, Pemulihan dan Penanggulangan Lingkungan;

Seksi Pengkajian Preventif
g. Kelompok Jabatan Fungsional. '

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrauw sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a0 oW

Bagian Kesembiian
Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 20

(1) Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah
dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(2) Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penyuluhan dan
Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan dan
ketahanan pangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan dan ketahanan pangan;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21
(1) Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Penyuluhan;
d. Seksi Distribusi dan Ketahanan Pangan;
e. Seksi Konsumsi dan Kerawanan Pangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional,




(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrauw
sebagalmana tercantum dalam Lampiran 1X yang merupakan baglan tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang ketertiban,
ketentraman dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam pery~'snggaraan
Pemerintah Daerah di bidang ketertiban, ketentraman dan periindungan masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisis Pamong Praja
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketertiban,
ketentraman dan perlindungan masyarakat;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban, ketentraman dan perlindungan
masyarakat;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
Kepala;
Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pengendalian Operasional;

Seksi Prasarana dan Sarana.

Seksi Perlindungan Masyarakat
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tambrauw sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Poa0oco

BAB IV
KETENTUAN LAIN = LAIN

Pasal 24

Penjabaran tugas pokok dan fungsi  Sekrefariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Sub Bidang
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah Inl dinyatakan tidak berlaku.
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(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan/peraturan Bupati
(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Ditetapkan di Sausapor
pada tanggal 29 -2-2012

Diundangkan di Sausapor BUPATI TAMBRAUW
Pada tanggal 29-2-2012 CAPITTD

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
GABRIEL ASEM.
CAPTTD
Drs. VICTOR WURSOK.
PEMBINA UTAMA MUDA, NIP.19520223 198001 1001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2012 NOMOR 17

an yang sah sesuai dengan aslinya
RAH KABUPATEN TAMBRAUW,

Salinan Perafura}; ini disampaikan kepada yth:

Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Menteri Keuangan di Jakarta;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

Kepala Biro Organisasi Setien DEPDAGRI di Jakarta;

Gubemur Papua Barat di Manokwari;

Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari;

Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;
Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
. Kepal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
10.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw di Sausapor ;
11. Inspektur Kabupaten Tambrauw di Sausapor.

N O AW

=]
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LAMPIRAN |
' NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
| _ =
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
i | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KELOMPOK SOSIAL BUDAYA FISIK DAN EKONOMI PENDATAAN DAN PENANAMAN MODAL
JABATAN FUNGSIONAL PRASARANA DAN USAHA DAERAH PELAPORAN DAERAH
B i pliifriisiasss R S B |
n SUBBIDANG L3 SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG 1 SUB BIDANG
AGAMA, PENDIDIKAN, PRAWISTA. PEKERJAAN UMUM DAN PERT. KELAUTAN, KEHUTANAN, PENGOLAHAN DATA PERENCANAAN
PEMUDA, DAN OLAH RAGA PERMUKIMAN ] DAN PERTAMBANGAN ELEKTRONIK DAN PROMOSI
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
L PEMERINTAH. KESEHAT NAKER 1 PERHUBUNGAN L PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN L_ DOKUMENTASH, STATIATIK | PENGENDALIAN DAN
TRANSMIG. DAN KEPENDUDUK DAN TELEKOMONIKASI KOPERAS! DAN UKM DAN PELAPORAN PENGAWASAN
Untuk salinan yang sah sesual dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW, BUPATI TAMBRAUW
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

GABRIEL ASEM.




LAMPIRAN II  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

KABUPATEN TAMBRAUW
INSPEKTUR
SEKRETARIAT
]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN ADMINISTRAS! & UMUM
[ =
KELOMPOK INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR

JABATAN PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU

FUNGSIONAL WILAYAH | WILAYAH I WILAYAH 1
| [ SEKSTPENGAWAS PEMERINTAH |_[SEKSTPENGAWAS PEMERINTAH| | [TSEKSIPENGAWAS PEMERINTAH

DIBIDANG PEMBANGUNAN DIBIDANG PEMBANGUNAN DIBIDANG PEMBANGUNAN

WILAYAH | WILAYAH Il WILAYAH Il

SEKS| PENGAWAS PEMERINTAH SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH SEKS| PENGAWAS PEMERINTAH
| | DIBIDANG PEMERINTAHAN | | DIBIDANG PEMERINTAHAN | | DIBIDANG PEMERINTAHAN

WILAYAH | WILAYAH Il WILAYAH Il
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH SEKS| PENGAWAS PEMERINTAH SEKS| PENGAWAS PEMERINTAH
| | DIBIDANG KEMASYARAKATAN | | DIBIDANG KEMASYARAKATAN L DIBIDANG KEMASYARAKATAN

WILAYAH | WILAYAH Il WILAYAH 1l

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAPITTD
- r
,WLRO - GABRIEL ASEM.
—




LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
[ | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN UMUM & KEPEGAWAIAN KEUANGAN
| | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KELOMPOK KETAHANAN USAHA EKONOMI PEMANFAATAN SDA DAN PEMERINTAHAN
JABATAN FUNGSIONAL MASYARAKAT RAKYAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA KAMPUNG
seeeiee i i it IS 33
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG i SUB BIDANG
BINA KELEMBAGAAN BINA PERKREDITAN BINA REHABILITASI DAN TATA PEMERINTAHAN
MASYARAKAT PRODUKS! & PEMASARAN KONSERVAS| SDA KAMPUNG DAN KELURAHAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
. BINA PENGEMBANGAN L BINA USAHA EKONOMI [ |  PENGKAJIAN, KERJASAMA | | KEKAYAAN DAN KELEMBAGAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELUARGA DAN MASYARAKAT TEKNOLOG! TEPAT GUNA KAMPUNG/KELURAHAN
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMERAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAP/TTD
R =, ‘ S v ‘ y
\\ X\ P e GABRIEL ASEM.

WILLEM TUROT,SH.
NIP.640027880.




LAMPIRAN IV  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
» |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEPEGAWAIAN KEUANGAN
| |
KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
JABATAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN VERIFIKASI DAN ASET DAERAH
FUNGSIONAL AKUNTANSI PELAPORAN
bl el S| G
SUB BIDANG & SUB BIDANG SUB BIDANG b 3 SUB BIDANG
ANGGARAN BELANJA BELANJA VERIFIKASI PENGADAAN DAN
TIDAK LANGSUNG TIDAK LANGSUNG PERAWATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
ANGGARAN BELANJA L} BELANJA L AKUNTANSI PEMANFAATAN DAN
LANGSUNG LANGSUNG PELAPORAN PENGENDALIAN

Untul;ullmn y;ng sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
/ KEPALA BAGIAN HYKUM DAN ORGANISAS|

! | N\ - ~
e S |
Gl Vi [ At /X)~
S WILLEM TUROT SH.
NIP.640027880.

BUPATI TAMBRAUW,
CAPITTD

GABRIEL ASEM.



LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA BADAN
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
INSTANSI TERKAIT
i KEPALA
r SEKRETARIAT
KELOMPOK. JABATAN
FUNGSIONAL | | |
SEKSI SEKSI SEKSI
PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN KEDARURATAN & LOGISTIK REHABILITAS| & REKONSTRUKSI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW,

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAP/TTD

h' % ".\\\ <7 . o ’

al N GABRIEL ASEM.
3 WILLEM TUROT SH.

- NIP.640027880.




LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAMBRAUW

-

KEPALA KANTOR
|
SUB BAGIAN |
TATA USAHA
]
KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI
JABATAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PEMBERDAYAAN &
FUNGSIONAL PEREMPUAN BERENCANA KESEJAHTERANN KELUARGA
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAP/TTD
/V‘/"/QS) GABRIEL ASEM.
WIL EM TUROT SH.

NIP.640027880.



LAMPIRAN VIiI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN H
TATA USAHA
n 1
KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI
JABATAN KESATUAN BINA EKONOMI, BINA POLITIK
FUNGSIONAL BANGSA SOSIAL DAN BUDAYA
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAP/TTD
| /"’,ﬂg 7 GABRIEL ASEM.
WILLEM TUROT,SH.

NIP.640027880.



LAMPIRAN VIl PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TAMBRAUW

KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
[ | |
KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
JABATAN PENGAWASAN AMDAL, & PEMBINAAN,PENGAWASAN PENGENDALIAN, PEMULIHAN PENGKAJIAN
FUNGSIONAL KONSERVASI SDA DAN INVEN PEMETAAN SDA & PENANGGUL. LINGKUNGAN PREVENTIF
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAPITTD
I gy r
t o Py . o
s %/_ GABRIEL ASEM.

'\ WILLEM TUROT,SH.
44 - NIP.640027880.
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LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS! KANTOR PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN TAMBRAUW.
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
1 |
KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI
JABATAN PENYULUHAN DISTRIBUSI DAN KONSUMSI DAN
FUNGSIONAL KETAHANAN PANGAN KERAWANAN PANGAN
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAPI/TTD
%‘—m’ GABRIEL ASEM.
TUROT,SH

- NIP.540027880.



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 29 PEBRUARI 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN TAMBRAUW
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
jt l
KELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI
JABATAN PENGENDALIAN PRASARANA DAN PERLINDUNGAN
FUNGSIONAL OPERASIONAL SARANA MASYARAKAT
Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya BUPATI TAMBRAUW,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI CAP/TTD
Ty '
'( VS Pl i GABRIEL ASEM.
\*\ SAR
\ L\

\

77 NIP.§40027880.
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH (LTD)
KABUPATEN TAMBRAUW

UMUM

Dengen terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw dan sebagai tindak
lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka periu
menata Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tambrauw.

Perubahan besaran organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tambrauw dimaksudkan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah
tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan
untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi
penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian ‘melalui® bukan berarti Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 6
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Inspektorat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah
pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur. Pengertian
“melalui” bukan berarti kepala Inspektorat merupakan bawahan langsung Sekretaris

Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban
administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian “melalui” bukan
berarti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung merupakan
bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif vang meliputi
penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Kepala Badan. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang
meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Kantor. Pengertian “melalui” bukan berarti kepala
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan bawahan langsung
Sekretaris Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan
kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas Kepala Kantor. Pengertian “melalui” bukan berarti kepala Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 18
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala kantor. Pengertian
“melalui” bukan berarti Kepala Kantor Lingkungan Hidup merupakan bawahan langsung Sekretaris
Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Kantor.
Pengertian “melalui” bukan berarti Kepa'a Kantor Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan merupakan
bawahan langsung Sekretaris Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisis Pamong Praja cana kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi  penyusunan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepala satuan .
Pengertian “melalui” bukan berarti kepala Kepala Satuan Polisis Pamong Praja merupakan bawahan
langsung Sekretaris Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
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